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KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM HUKUM ISLAM,
LARANGAN MENIMBUN DAN MONOPOLI
DALAM JUAL BELI

A. Tinjauan Umum Tentang Kerja Sama (Syirkah) dalam Hukum Islam
1. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, syirkah berarti campuran. Syirkah vyaitu
percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.
Syirkah termasuk perserikatan dagang, ikatan kerja sama yang dilakukan dua
orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang
disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak
bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan
keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.*

Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan
oleh para ulamafigh antaralain :?
a. Menurut Malikiyah syirkah adalah :

Ll e 8 Lol e Lol sl 359

Suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja
sama terhadap harta mereka.

b. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah syirkah adalah :

! Nasrun Haroen, Figh Mumalah, h. 165
?1bid, h. 165
3 Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-1slamy wa adillatuh, Juz IV. h. 792
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Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang
mereka sepakati. 4
c. Menurut Hanafiyah syirkah adalah :
EENs Sl Gl 5 8 8 Uizl (4 A
Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal
keuntungan. >
Pada dasarnya definisi-definis yang dikemukakan para ulama figh
diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esens yang terkandung di
dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau
lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua
belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum

terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan

persetujuan yang disepakati.

. Dasar Hukum Syirkah

Akad syirkah dibolehkan, menurut para ulama figh, berdasarkan kepada
firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :
Wy Ged 08 0l Ay Ll 080 ol 1) 4051 & G Ll 24T
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41bid., h. 792
® bid., h. 793
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Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam
yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui

lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa': 12).°

Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang perserikatan harta dalam
pembagian warisan. Dalam surat S>>>>>}ad ayat 24 Allah juga berfirman
yang berbunyi :

il eUaldll (e 1 (g anlad ) clingd gy olalla 381 (8
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Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada

® Depag RI, Al-Qur’ an dan Terjemahannya, h. 117
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kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian
yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui
bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada
Tuhgnnya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. S>>>}ad:
24).

Disamping ayat dan surat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW
yang membolehkan akad syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi diriwayatkan
bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda :®
Ol S U O A By Ase AT ) 3 e
o) 5) Logdih [ L AT AR 138 Aalia Lhada] i) 3l

(2512 50

Dan dalam Hadis lain Raulullah SAW. Bersabda :°
PRI A WNved  PR
Atas dasar a-Qur’an dan al-Hadis di atas para ulam figh menyatakan

bahwa akad syirkah mempunyai landasan yang kuat dalam agama |slam.

. Macam-macam Syirkah
Para ulama figh membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu :*°
a. Syirkah al-Amla>k ( perserikatan dalam kepemilikan)
Syirkah al-amla>k adalah dua orang atau lebih memiliki harta

bersama tanpa melalui akad syirkah. Status harta masing-masing orang

"lbid., h. 735

8 Abu Daud, Sunan Adu Daud, Juz |1 h. 189

° Matan Hads ini penulis kutip dari Wahbah al-Zuhaily
19 Nasrun Haoen, Figh Muamalah, h. 167
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yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri

secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap

harta serikat itu, maka harus adaizin dari mitranya, karena seseorang tidak
memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra
serikatnya. Syirkah bentuk ini terbagi menjadi dua bentuk :**

1) Syirkah lkhtiya>r (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang
berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum
orang yang berserikat, seperti 2 oarang bersepakat membeli sesuatu
barang.

2) Syirkah Jabr ( perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas
keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan
menjadi milik 2 orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti
harta warisan atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf

dari orang lain.

b. Syirkah al-Ugu>d ( perserikatan berdasarkan suatu akad)
Syirkah al-Uqu>d adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau
lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.
Macam-macam serikat yang termasuk di dalam syirkah al-uqu>d, para

ulama berbeda pendapat, antara lain :*?

1 bid, h. 167
2 |bid., h. 168
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Pendapat Hanabilah membaginya menjadi 5 bentuk :**

a) Syirkah al-Ina>n (penggabungan harta atau modal 2 orang atau
lebih yang tidak harus sama jumlahnya)

b) Syirkah al-Mufa>wadah (perserikatan modal dan bentuk kerja
sama dari semua pihak, baik kualitas dan kuantitasnya harus sama
dan keuntungan dibagi rata)

c) Syirkah al-Abda>n ( perserikatan dalam bentuk kerja yang
hasilnya di bagi bersama)

d) Syirkah al-Wuju>h ( perserikatan tanpa modal)

e) Syirkah al-Mud}a>rabah (bentuk kerja sama antara pemilik modal
dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan
perdagangan dari modal itu dibagi bersama)

Pendapat Maliki, dan Syafi’'iyah membaginya menjadi 4 bentuk,

sebagaimana pendapat Hanabilah, hanya mereka tidak sependapat

dengan bentuk yang kelima.

Pendapat Hanafiyah membaginya menjadi 3 bentuk, ketiga bentuk

gyirkah ini bisa masuk kategori syirkah al-inan dan bias juga syirkah

al-mufawadhah. Bentuk tersebut sebagai berikut :**

a. Syirkah al-Amwa>| ( perserikatan dalam modal)

b. Syirkah al-Ama>| ( perserikatan dalam kerja)

3 Ibid.
“ Ibid.
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c. Syirkah al-Wuju>h (perserikatan tanpa modal)

4. Rukun dan Syarat Syirkah
a. Rukun Syirkah
Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu perkara, apabila unsur
tersebut tidak ada, maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud.
Adapun rukun-rukun syirkah adalah sebagai berkut : *°
1) ¢)8e (dua orang yang berserikat)
2) 4ule 2482 (usahayang diperjanjikan)
3) Je= (pekerjaan)
4) 4a (lafadz/agad)

a) ¢¥e suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang untuk
melakukan sesuatu usaha bersama menurut ulama hanafiyah,
syarat-syarat menjadi anggota syirkah adalah :

(1) Hendaknya masing-masing anggota memiliki keahlian
(2) Merdeka
(3) Berakal sehat

b) 4e asia bentuk usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak
yang barangnya harus jelas. Menurut madzhab Hanafi tetang hal
yang berkaitan dengan hal yang dijanjikan (a-ma qu>d alah)

adalah hendaknya bisa diwakilkan

> H. Rasyid Sulaiman, Figh Isamh. 295
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C) J& dimana masing-masing dari kedua yang berserikat
mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh
pihak yang lain. Kemudian kedua belah pihak mencampurkan
kedua macam harta itu menjadi satu kesatuan harta yang tidak
mungkin dibedakan dengan syarat bahwa kedua belah pihak
menjual dan membeli jenis barang dagangan yang dipandang perlu
oleh keduanya. Sedangkan keuntungan dibagi menururt modal
yang dimasukkan begitu pula dalam kerugiannya.

d) 4 menurut Sayyid Abi Bakrin dalam kitabnya fathul mu'in jilid
1l menerangkan bahwa dalam perjanjian ini hendaknya
mengandung arti izin untuk menjalankan barang syirkah. Misalnya
seorang berkata kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan
engkau untuk menjalankannya.

Pendapat para ulama madzhab mengena agad atau adanya ijab-

gabul adalah sebagai berikut :

1) Maz\hab Han&fi
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa dalam ijab gabul tidak
disyaratkan berupa lafadz atau ucapan karena jika orang memberikan
kepada temannyalO00, dan berkata : keluarkanlah uang semisal itu,
dan belilah barang dagangan sedang keuntungannya nanti dibagi

antara kita, kemudian teman tadi menerima uang 1000 dan melakukan
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apa yang dimintak tadi tanpa berkata-kata, maka sayalah syirkah ini
setelah itu dituliskan tanggal perjanjian. Itulah teks lengkap untuk
perjanjian syirkah.
2) Maz\hab Maliki

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sighat (ijab-gabul)
syaratnya hendaklah berupa lafadz atau ucapan atau perbuatan yang
menunjukkan pengertian berserikat menurut kebiasaannya , bila mana
ijab dan gabul telah tercapai dengan ucapan atau perbuatan, maka
tetaplah perjanjian syirkah.

3) Maz\hab Syafi’i

Mengenai ijab dan gabul atau sighat, menurut madzhab Syafi’i
adalah disyaratkan hendaknya berupa pernyataan yang berfaedah
memberi izin utnuk menjalankan modal kepada orang yang
menjalankannya dari pada para anggota dengan cara jua beli dan
semisalnya. Apabila pendayagunaan dilakukan oleh salah satu orang
dari anggota, maka ijab qabul harus mengandung sesuatu yang
menunjukkan pemberian izin pihak kepada yang mendayagunakan jika
pendayagunaan dilakukan bersama-sama, maka ijab-gabul wajib
mengandung pernyataan bahwa masing-masing anggota memberi izin
kepada teman serikatnya.

4) Maz\hab Hambdli
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Menurt ulama Hanafi adanya syirkah itu adalah perlu adanya
syarat-syarat yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian
syirkah tidak tergantung padanya.

Sedangkan dalam kitab figh sunnah X111, disebut kan bahwa dalam
sighat itu adalah salah satu pihak berkata “aku bersyirkah denganmu untuk
urusan ini atau itu” dan yang lain berkata aku terima.*®

b. Syarat Syirkah
1) Syarat Umum
Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad,
sebagai berikut :*

a) Pihak-pihak yang melakukan akad (al-‘a>qidain) harus memenuhi
persyaratan kecakapan bertindak hukum (mukallaf).

b) Obyek akad (mahallul *agad) dapat menerima hukum akad, artinya
pada setigp akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang
berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum atau
tidak.

c) Tujuan (maudju’ al-‘agad) diizinkan oleh syarat atau tidak
bertentangan dengannya.

d) Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

18 |bid, h. 297
7 |bid, h. 81
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Perserikatan dalam kedua bentuknya, yaitu syirkah al-amla>k
dan syirkah al-* uqu>d mempunyai syarat-syarat umum, yaitu : *®
a) Perserikatan itu merupakan tranksakasi yang boleh diwakilkan.
Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek
perserikatan itu, dengan izin pihak lain. Dianggap sebagai wakil
seluruh pihak yang berserikat.
b) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak
yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
c) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan,
bukan dari hartalain.
Syarat-syarat umum Islam ini berlaku bagi syirkah al-ina>n dan
syirkah al-wuju>h. Sedangkan syarat khusus untuk masing-masing

syirkah al-amla>k di bahas dalam bab wasiat, hibah, wakaf, dan waris.

2) Syarat Khusus
a) Syarat-syarat khusus dalam syirkah al-Uqu>d
Syarat khusus syirkah al-uqu>d yang berbentuk syirkah al-
amwa>| adalah moda perserikatan itu jelas dan tunai, bukan

berbentuk utang dan bukan berbentuk barang.

18 |bid, h. 173
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Beberapa pendapat para ulama figh terhadap apakah modal
masing-masing disatukan, antaralain :*°

(1) Menurut Jumhur tidak harus, karena tranksaksi perserikatan itu
dinilai syah melalui akadnya, bukan hartanya, dan objek
perserikatan itu adalah kerja. Akad perserikatan memuat
makna perwakilan dalam bertindak hukum, dan dalam akad
perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak
disatukan.

(2) Menurut Malikiyah pengertian tidak menyatukan harta bukan
berarti terpisah, tetapi harus ada suatu pernyataan secara
hukum terhadap penyatuan modal itu, misanya tercantum
dalam tranksaksi.

(3) Menurut Syafi’iyah, dan Zaidiah bahwa modal masing-masing
pihak berserikat itu harus disatukan sebelum akad
dilaksanakan, sehingga tidak dibedakan modal kedua belah
pihak, karena syirkah menurut mereka berarti percampuran dua
harta.

(4) Menurut Ibn Rusyd (fugaha Malikiyah) cara terbaik untuk
menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut diatas antara lain :
kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna

disatukan, karena semua pihak punya hak dan kewajiban yang

¥ bid, h. 173
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sama terhadap harta itu, sehingga unsur-unsur keraguan dan
kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul.

b) Syarat khusus Syirkah dalam al-Mufawad}ah

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah yang membolehkan bentuk
gyirkah ini mengemukakan beberapa syarat untuk keabsahan
syirkah al-mufawad} ah, yaitu :?°

(1) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil

(2) Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja
yang dikerjakan juga sama, dan keuntungan yang diterima
semua pihak kuantitasnya harus sama.

(3) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh
objek perserikatan itu. Artinya tidak boleh satu pihak hanya
boleh menangani hal-hal tertentu dan pihak lain menangani hal
lain.

(4) Lafa yang digunakan dalam akad adalah al-mufawad} ah.

c) Syarat khusus bagi syirkah al-ama>| dibedakan antara yang
berbentuk a-mufawadhah dan yang berbentuk al-inan. Untuk
berbentuk a-mufawad}ah syaratnya sama dengan syirkah al-
mufawadhah. Adapun yang berbentuk al-inan syaratnya hanya

satu, yaitu : yang berakal sehat dan cakap bertindak sebaga wakil.

2 |bid, h. 174
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d) Syarat khusus bagi syirkah al-wuju>h bila perserikatan ini
berbentuk al-mufawadhah, maka syaratnya sama dengan syirkah
al-mufawadhah, yaitu pihak-pihak yang berserikat itu adalah orang
yang cakap menjadi wakil, modal yang diberikan semua pihak
sama jumlahnyan, pembagian kerjanya sama, dan keuntungannya
dibagi bersama. Jika syirkah al-wuju>h berbentuk al-inan, maka
boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan
keuntungannya sesuai persentase modal masing-masing

Dengan demikian, rukun, syarat dan sebab, ketiganya merupakan

bagian yang sangat penting bagi sesuatau akad. Bedanya rukun bersifat
internal, sedang syarat dan sebab bersifat eksternal., sedang syarat dan sebab
bersifat eksternal. Adapun perbedaan antara syarat dan sebab adalah
bahwasannya sebab selalu dikaitkan dengan ada dan tiadanya musyabbab,
sedang syarat hanya dikaitkan tiadanya masyrut, tidak dikiaitkan dengan

adanya masyr ut.

. Pendapat Fugoha’' tentang Hukum Penerapan Syirkah
Pendapat fugoha' tentang hukum penerapan syirkah al-uqu>d tersebut

antaralain :2

2 |bid, h. 168-172
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a. Syirkah al-Ina>n, bentuk kerja sama yang menggabungkan modal atau
harta bersama yang tidak sama jumlah, kualitas kerja dan tanggung jawab,
sehingga keuntungan masing-masing sesuai dengan persentase modal atau
saham masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk
syirkah seperti ini boleh hukumnya, dengan syarat menegakkan kaidah
“keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dibagi
sesuai dengan modal masing-masing pihak”

b. Syirkah al-Mufawad}ah yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu
objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama
jumlahnya serta melakukan tindakan hokum (kerja) yang sama, sehingga
masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang
berserikat tersebut.

Karena itu menurut Hanafiyah dan Zaidiyah, modal, kualitas kerja
tidak boleh beda, demikian juga keuntungan yang diterima harus sama.
Jadi inti dari bentuk syirkah ini adalah modal, kerja, dan keuntungan
masing-masing pihak yang megikatkan diri dalam perserikatan ini
mempunyal hak dan kewajiban yang sama. Maka masing-masing pihak
yang berserikat hanya boleh melakukan tranksaks bila mendapat
persetujuan dari mitra serikatnya.

Menurut Malikiyah syirkah al-mufawad}ah seperti pengertian
yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah itu tidak diperbolehkan.

Menurut mereka syirkah al-mufawad}ah bisa dianggap sah bila masing-
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masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan
mandiri terhadap modal kerja tanpa minta izin dan musyawarah dengan
mitra serikatnya.

Syafi’iyah dan Hanabilah juga menilai tidak syah bentuk syirkah
al-mufawad}ah sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanafiyah dan
Zaidiyah. Mereka beralasan karena sulit menentukan prinsip kesamaan
modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan tersebut.

. Syirkah al-Abda>n atau al-Ama>| (perserikatan dalam kerja)

Yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh 2 pihak untuk
menerima suatu pekerjaan, seperti pande besi, memperbaiki alat
elektronik, tukang jahit.hasil atau imbalan yang diterimadari pekerjaan ini
dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah dan Zaidiyah
bentuk syirkah ini hukumya boleh karena tujuan utamanya adalah mencari
keuntungan dengan modal kerja bersama.

Malikiyah menekankan syarat untuk keabsahan bentuk syirkah ini
yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus
sgenis, satu tempat, serta hasil yang dieproleh dibagi menurut kuantitas
kerja masing-masing. Misalnya, perserikatan dalam menjahit baju atau
menerima upah jahitan, masing-masing pihak harus mengerjakan bagian

yang terkait dengan penjahitan baju tersebut, sekalipun jenis pekerjaannya
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tidak sama. Misalnya, satu orang bagian mengukur dan membuat pola, dan
yang lain menjahit.

Menurut Syafi’iyah, Syi’ah Imamiyah, dan Zufar bin Hudail
(Hanafiyah), bentuk syirkah ini tidak syah, karena objek syirkah ini adalah
harta atau modal bukan kerja. Disamping itu kerja yang dilakukan bisa
menggiring pada penipuan dan akan berakhir dengan perselisihan.

. Syirkah al-Wuju>h (perserikatan tanpa modal)

Yaitu serikatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang tidak
punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan
kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang
diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang ini bentuk syirkah ini mirip
dengan makelar.

Menurut Hanabilah, Hanafiyah, dan Zaidiyah bahwa bentuk
gyirkah ini hukumnya boleh. Karena masing-masing pihak bertindak
sebagal wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain terikat pada tranksaksi
yang telah dilakukan mitra serikatnya.

Menurut Madlikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah, Si’ah Imamaiyah bahwa
bentuk syirkah ini tidak syah dan tidak diperbolehkan. karena objek
gyirkah ini adalah modal dan kerja. Sedang dalam bentuk syirkah ini tidak
demikian, baik modal maupun kerjatidak jelas
. Syirkah al-Muda>rabah (persetujuan antara pemilik modal dan seorang

pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan
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tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama)
adapun kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal sgja.
Menurut Hanabilah, yang menganggap bentuk syirkah ini
termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi dalam syirkah ini antaralain :?
1) Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil
2) Modalnya berbentuk uang tunai
3) Jumlah modal jelas
4) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah
disetujui
5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
6) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu bukan
dari hartalain.
Jumhur ulama tidak memasukkan bentuk syirkah al-mudharabah
sebagai salah sau bentuk syirkah karena merupakan akad tersendiri dalam

bentuk kerja samalain, dan tidak dinamakan dengan syirkah.

. Berakhirnya Akad Syirkah
Syirkah akan berakhir apabilaterjadi hal-hal berikut ini : %
a. Salah satu pihak membatal kannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang

lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela

?2bid, h.172
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 133
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dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan
apabila salah satu pihak tidak menginginkannyalagi. Hal ini menunjukkan
pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertas}arruf (keahlian

mengelola harta), baik karean gila maupun karena alasan lainnya.

. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih

dari satu orang, yang batal hanyalah yang meninggal sga. Syirkah
berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris
anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut,
maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuanan, baik karena boros yang
terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang

lainnya.

. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas

harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh
mazhab Maliki, Syafi’'l, Hanbali, Hanafi berpendapat bahwa keadaan
bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang
bersangkutan.

Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama
syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta
hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah

para pemilknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran



yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan
yang telah terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila
masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung denagan kekayaan

yang masih ada.

7. Syirkah Kerja SamaKemitraan

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip
kemitraan dan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait untuk meraih
kemajauan bersama. Prinsip ini dapat dikemukakan dalam garan Islam
tentang ta’ awun(gotong royong) dan ukhuwah (persaudaraan)

Dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal
utnuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara
pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian menjalankan usaha dengan
pihak penguasa yang tidak mempunyai modal atau yang memerlukan modal
tambahan.

Bentuk kerja sama antar pemilik modal dengan pengusaha ini
merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja
dibandingkan dengan perburuhan. Karena masing-masing mempunyai
tanggung jawab untuk menjalankan usaha secara optimal. Apalagi jika
dibandingkan dengan sistem persaingan (kompetis) yang cenderung

mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
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Kalau diperhatikan, seluruh sistem syirkah dalam Islam didasarkan pada
sistem keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah
keuntungan riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim
disebut sebagai bunga (interest). Bahkan sekiranya syirkah mengalami
kerugian tersebut sebatas saham yang diinvestaskannya. Sistem bagi
keuntungan ini tentunya berbeda dengan sistem syirkah kapitalis. Di mana
pemilik modal tidak telibat langsung dalam tanggung jawab pengelolaan
usaha. Apapun yang terjadi, pihak pemodal mendapatkan keuntungan
prosentatif dari besarnya modal investasi. Sekalipun perusahaan syirkah
mengalami kerugian dan bangkrut.

Jadi, selain materi akad syirkah yakni modal dan pembagian
keuntungan, sebagaimana terdapat dalam figh harus dinyatakan secara jelas
dan adil, yang lebih penting lagi adalah system pengelolaan usaha yang

menjamin hak-hak pemilik modal .*

B. Larangan Menimbun dan Monopoli dalam Jual Beli
Menimbun artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian
menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tingggi kepada
penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya. Biasanya barang-barang yang
ditimbun adalah barang sedang melimpah dan harganya murah. Ketika barang

sudah jarang dan harganya tinggi, si penimbun mengeluarkan barangnya dengan

2 Ghufron A. Mas adi, Figh Muamalah Konstektual, h. 197-198



36

harga tinggi sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat. Walaupun
harganya tinggi, karena pembeli sangat membutuhkan, biasanya barang
kebutuhan pokok, maka dengan sangat terpaksa pembeli pun membelinya®.
Dalam berbisnis, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis
ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, dimana beberapa Negara kaya dan
maju secara ekonomi memonopoli produks dan perdagangan beberapa kebutuhan
makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan Negara-negara tersebut
memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari Negara yang terbelakang
ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan
oleh Negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya
besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.
Ekonomi Islam menetapkan adanys monopoli dengan cara melihat perilaku
individu, produsen, dan penjual. Ketika ada barang yang ditahan yang
membahayakan kepenitngan umum dengan tujuan untuk menaikkan harga, maka
hal tersebut adalah monopoli yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Sama sga
apakah perilaku tersebut timbul dari sector khusus satau sector umum pemilik
modal atau serikat pekerja, sama juga monopoli sempurna atau dengan tingkat
yang lebih sedikit, walaupun akaibat monopoli berbeda-beda sesuai perbedaan

tingkat monopolinya.”®

» Rachmat Syafe’i, Al-Hadis, h. 174
% Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Figh Ekonomi Umar bin Al-Khatab, h. 604
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Adapun ekonomi konvensional melihat jumlah penjual dan pembeli. Pasar
dianggap melakukan monopoli apabila suatu lembaga sgja yang melakuakan
produksi dan penjualan barang tertentu yang terdiri dipasar.

Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat
dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menhannya sambil
menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat
karenanya perilaku yang buruk ini dilarang oleh Islam.

Para ulama berbeda pendapat terhadap jenis barang yang dilarang untuk
ditimbun. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa diharamkan menimbun
barang apa sgja yang akan memadharatkan orang lain salah satunya adalah Abu
Yusuf yang menyatakan bahwa barang apa sgja dilarang untuk ditimbun kalau
akan meyebabkan kemadharatan kepada manusia walupun barang tersebut emas
dan perak.?” Pendapat ini disepakati oleh sebagian ulama terakhir dari Hanabilah,
Ibn Abidin Syaukani, dan sebagian ulama Malikiyah. Adapun menurut ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah, barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang
kebutuhan primer, sedangkan barang kebutuhan sekunder tidaklah diharamkan.
Ulama lainnya berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah barang-
barang yang biasa diperdagangkan karena akan menimbulkan ketidakstabilan

harga.

" |bnu Hajar Al-Asgalany, Subulu As-Salam, Juz 111, h. 25
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Berkenaan dengan masalah penimbuna barang, Dr. Yusuf Qardhawy?®®

menebutkan syarat-syarat pedagang yang akan mendapat ridha Allah SAW., yaitu

antaralain:

1

Pedagang hanya menjual barang-barang yang mubah, tidak
memperdagangkan barang yang diharamkan syara

Pedagang tidak menipu dan berkhianat

Pedagang tidak menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang
membutuhkan, dan tidak dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-
banyaknya. karena menimbun dengan tujuan seperi itu hukumnya haram. Hal
itu mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum musliman,
baik berupa makanan pokok maupun bukan.

Pedagang tidak boleh bersumpah palsu, bahkan sedapat mungkin harus
menjauhi sumpah walaun ia benar. Hal ini karena sumpah akan
menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan neraka kelak di
akhirat.

Pedagang tidak boleh meninggikan harga kepada kaum muslimin. Apalagi
harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hendaklah pedagang mengeluarkan zakatnya baik harta yang berputar
maupun harta perniagaaan yang diketahui nilainya.

Pedagang tidak boleh disbukkan oleh perdagangannya sehingga lalai atas

kewajiban agamanya.

% Rachmat Syafe'i, Al-Hadis, h. 756
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Dengan demikian, dalam Islam orang yang menimbun barang, terutama
kebutuhan pokok untuk dijual dengan harga tinggi pada waktu orang lain sangat
membutuhkannya adalah perbuatan dosa. Akan tetapi, kalau menimbun barang
demi kemaslahatan penduduk dalam rangka menyiapkan musim paceklik tidak

termasuk berbuat dosa.



